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LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KECAMATAN PASILAMBENA 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Kecamatan Pasilambena
Kondisi umum Kecamatan Pasilambena saat ini dapat disampaikan sebagai berikut :
Batas Wilayah Kecamatan Pasilambena :
-  Batas Utara		:  Laut Flores
-  Batas Timur		:  Laut Flores
-  Batas Selatan		:  Laut Flores
-  Batas Barat		:  Kecamatan Pasimarannu
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Gambar 1. Peta Kepulauan Selayar

· Letak Daerah
Koordinat   	:	7,4ºLS – 121,8ºBT
Luas	:  114.88 km² (39.76 mil²)
Zona Waktu	: Waktu Indonesia Tengah / WITA (UTC+8)     
· Alamat Kantor Kecamatan Pasilambena : 
· Jalan Jenderal Sudirman No. 3
	Dusun Latokdok Desa Kalaotoa
	Kode Pos : 92863
· Email :
· admpas92@gmail.com
Keadaan Geografis
Secara keseluruhan luas wilayah Kecamatan Pasilambena adalah 114,88 km2 yang berada dalam gugusan pulau kawasan Taka Lambena yang terletak di sebelah tenggara Kabupaten Kepulauan Selayar. Secara akses Kecamatan Pasilambena mesti ditempuh menggunakan moda transportasi laut dengan beberapa alternatif penyedia layanan, seperti KM. Sabuk Nusantara 85, KMP. Taka Bonerate (Ferry), dan Kapal Laut Motor (KLM) lokal. Waktu tempuh dari Ibukota Kabupaten (Kota Benteng) yaitu selama 18 – 20 jam menggunakan Kapal Pelni atau kapal ferry dan 48 jam menggunakan kapal laut motor (perahu motor) tergantung kapasitas mesin angkutan dan cuaca.
Kecamatan Pasilambena adalah wilayah kecamatan kepulauan, dimana 4 (empat) desa berada di daratan besar (Pulau Kalahutoa) dan 2 (dua) desa lainnya terpisah dari daratan besar. Berikut nama desa dalam wilayah Kecamatan Pasilambena:
1. Desa-desa dalam daratan besar Kalahutoa, yaitu : 
· Desa Kalaotoa;
· Desa Lembang Matene;
· Desa Garaupa; dan 
· Desa Garaupa Raya.
2. Desa-desa yang terpisah dari daratan besar Kalahutoa, yaitu : 
· Desa Pulo Madu
· Desa Karumpa.
Kondisi geografis Kecamatan Pasilambena meliputi pulau berpenghuni yakni Pulo Madu dan Pulau Karumpa Besar dan pulau-pulau tak berpenghuni yakni Karumpa Kecil, Kaju Pangnga’ Besar, Kaju Pangnga’ Kecil, dan Pulau Kabauna.
Kawasan Taka Lambena yang merupakan gugusan terumbu karang dengan istilah lokal Taka, membentang dari Pulau Karumpa Kecil hingga ke kawasan Pulau Bunging Bekke’ yang berbatasan dengan Kecamatan Taka Bonerate.
Kondisi geografis ini sangat potensial dikembangkan untuk sektor perikanan, baik perikanan rakyat dengan metode budidaya (karamba) atau penangkapan berskala industri yang dikelola firma atau perusahaan perikanan.

Keadaan Demografi
Rasio persebaran penduduk Kecamatan Pasilambena adalah sebanyak 1.43  jiwa/km² dengan sebagian besar penduduknya adalah etnis Bugis, etnis Makassar (sub etnis Selayar), etnis Bajo, etnis Flores dan etnis Buton serta sub etnis Wanci kemudian ditransformasikan dalam istilah lokal dengan suku Bonerate.
Penduduk Kecamatan Pasilambena mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan dan sebagian besar sebagai petani. Jumlah Penduduk sebanyak 8.060 jiwa dengan uraian sebagai berikut: 
-  Laki-laki			:  3.977 Orang
-  Perempuan		:  4.083 Orang
-  Jumlah Keluarga	:  2.168 kk
	


2.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
1.2.1	Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 19 Tahun 2020:
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Gambar 5. Struktur Organisasi Kecamatan Pasilambena

1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Pasilambena
Tugas Pokok 
Pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 89 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Pasilambena (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor (538)
Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut :
1.	Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana termuat dalam Pasal 37 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan :
Ayat (1) :Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
Ayat (2): Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati dan paraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
1. Camat, Sekretaris Camat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional dalam menjalankan fungsinya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Camat, Sekretaris Camat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional serta seluruh personil dalam lingkungan Kecamatan Pasilambena melaksanakan Tugas dan Fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hirarki, koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, akutabilitas, transparansi, serta efektifitas dan efisiensi.
3. Camat, Sekretaris Camat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional dalam lingkungan Kecamatan Pasilambena mengembangkan koordinasi dan kerjasama denggan instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka mengingkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pasilambena.
Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 89 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Pasilambena (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 538 berikut : 
a. Camat
1. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
2.	Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (1), Camat menyelenggarakan fungsi:
a) perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah;
b) pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
d) pelaksanaan administrasi Kecamatan; dan
e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.
b.  Sekretaris Camat
1.	Sekretaris mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Kecamatan.
2.	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
a) pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kecamatan;
b) pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
c) pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
d) pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
e) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
c.  Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga, mengelola administrasi kepegawaian serta Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan.
d.  Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan penyusunan program dan anggaran. Pengelolaan data, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pengelolaan dan pelaporan keuangan.


e.  Kepala Seksi Tata Pemerintahan
A. Seksi Tata Pemerintahan
Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan. 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Tata Pemerintahan untuk mengetahui perkembangan pelaksnaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. Memfasilitasi pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa dan     perlindungan masyarakat;
7. Melakukan pelayanan administrasi kependudukan, fasilitasi penyelenggaraan pertanahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
8. Melakukan pembinaan Desa/Kelurahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
9. Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
10. Melakukan inventarisasi asset atau kekayaan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Daerah serta kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
11. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang pemerintahan;
12. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga  pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
13. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
15. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 
f.  Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketenteraman dan ketertiban umum. 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi  Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. Melakukan fasilitasi kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban;
7. Melakukan fasilitasi sistem keamanan lingkungan;
8. Melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan, ketentereman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
9. Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
10. Memfasilitasi penegakan Peraturan daerah bersama penyidik pegawai negeri sipil;
11. Melakukan pengamanan kebijakan Peraturan daerah dalam bidang ketenteraman dan ketertiban;
12. Melakukan penyusunan program, pedoman, petunjuk teknis terkait ketenteraman dan ketertiban umum;
13. Melakukan penyusunan petunjuk teknis inventarisasi, dokumentasi, dan perizinan tempat usaha  berdasarkan perundang-undangan;
14. Melakukan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
15. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian evaluasi kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
16. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka  pelaksanaan Tugas;
17. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
19. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
g.  Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ekonomi dan pembangunan.
h.  Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial. 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:
1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kesejahteraan Sosial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
7. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial;
8. Melakukan pembinaan dibidang mental dan keagamaan;
9. Mengoordinasikan kegiatan dibidang rehabilitasi kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan perlindungan sosial serta pengembangan dan pemberdayaan sosial;
10. Mengoordinasikan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
11. Mengoordinasikan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
12. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial;
13. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka  pelaksanaan tugas;
14. Menilai kinerja aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
16. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
17. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas:
1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. Melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat meliputi fasilitasi pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengembangan masyarakat Kelurahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
7. Melakukan fasilitasi dan pelayanan kesejahteraan sosial meliputi fasilitasi sosial, ketenagakerjaan, transmigrasi, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan kehidupan keagamaan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
8. Menginventarisasikan dan memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan masalah sosial;
9. Memfasilitasi pembinaan generasi muda, olahraga dan seni budaya;
10. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pemerintahan;
11. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
12. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
14. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Pengendalian dan Evaluasi, serta Pelaporan dan Pengawasan:
1. Camat, Sekretaris Camat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional dalam lingkungan Kecamatan Pasilambena melaksanakan Fungsinya melakukan pengendalian dan evaluasi serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
2. Camat, Sekretaris Camat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional serta seluruh personil dalam lingkungan Kecamatan Pasilambena wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepad atasan masing-masing.
3. Camat, Sekretaris Camat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional dalam lingkungan Kecamatan Pasilambena melaksanakan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3 Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural

Keadaan ASN
	No
	TINGKAT PENDIDIKAN
	JUMLAH
	PROSENTASE

	
	
	PNS
	CPNS
	PNS
	CPNS

	1
	S2
	1
	0
	7.14 %
	0

	2
	S1
	8
	0
	64.29 %
	0

	3
	D3
	1
	0
	7.14 %
	0

	4
	SLTA
	3
	0
	21.43 %
	0

	5
	STP
	0
	0
	0
	0

	6
	SD
	0
	0
	0
	0

	
	13
	0
	100 %
	0


Tabel 1. Jumlah ASN berdasarkan pendidikan

Kualifikasi Pendidikan dan Pangkat dan Golongan
	No
	Gol. Ruang
	Tingkat Pendidikan Formal  (orang)
	JML

	
	
	S2
	S1
	D3
	D2
	D1
	SLTA
	SLTP
	SD
	

	1
	IV/c
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2
	IV/b
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	IV/a
	1
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1

	4
	III/d
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2

	5
	III/c
	-
	3
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	4

	6
	III/b
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2

	7
	III/a
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	II/d
	-
	-
	-
	
	-
	1
	-
	-
	1

	9
	II/c
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	II/b
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	1

	11
	II/a
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	1

	Jumlah
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	13


Tabel 2. Jumlah ASN berdasarkan pangkat/golongan


BAB II
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
2.1 	Capaian Pelaksanaan Progam dan Kegiatan
Penjabaran Pelaksanaan Program yang dilaksanakan Kecamatan Pasilambena Berdasarkan Rencana Kerja Kecamatan Pasilambena  Tahun 2025  mengelola 6 Program yang didalamnya terdapat 12 kegiatan 27 Sub kegiatan.
Penjabaran program / kegiatan tersebut, sebagai berikut :
	KODE
	URAIAN

	Prog
	Keg
	Sub-keg
	

	1
	2
	3
	4

	01
	 
	 
	Urusan Pemerintahan Bidang Kecamatan

	 
	1
	 
	 
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

	 
	 
	1
	 
	 
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi      Kinerja Perangkat Daerah

	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Koordinasi dan Penyususnan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

	 
	 
	 
	 
	 
	3
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

	 
	 
	 
	 
	 
	4
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

	 
	 
	 
	 
	 
	5
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

	 
	 
	2
	 
	 
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

	 
	 
	 
	 
	 
	6
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan

	 
	 
	 
	 
	 
	7
	Koordinasi dan Penyususnan Laporan Keuanagan Akhir Tahun

	
	
	
	
	
	8 
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuanagn Bulanan/Triwulan/Semesteran

	 
	 
	3
	 
	 
	Administrasi Umum Perangkat Daerah 

	 
	 
	 
	 
	 
	9
	Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

	
	
	
	
	
	10
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

	
	
	
	
	
	11
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor

	
	
	
	
	
	12
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

	
	
	
	
	
	13
	Fasilitas Kunjungan Tamu

	
	
	
	
	
	14
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

	 
	 
	4
	 
	 
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

	 
	 
	 
	 
	 
	15
	Pengadaan Sarana dan SPrasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

	 
	 
	 5
	 
	 
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  

	 
	 
	 
	 
	 
	16
	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

	 
	 
	 
	 
	 
	17
	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor

	 
	 
	 6
	 
	 
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

	 
	 
	 
	 
	 
	18
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

	 
	2 
	 
	 
	 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

	 
	 
	7
	 
	 
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 

	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-

	 
	3 
	 
	 
	 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 


	 
	 
	 8
	 
	 
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

	 
	 
	 
	 
	 
	20
	Sinkronisasi Progran Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

	 
	 
	 9
	 
	 
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 

	 
	 
	
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	21
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Desa

	 
	 4
	 
	 
	 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum


	 
	 
	10
	 
	 
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraaan Ketentraman da Ketertiban Umum

	 
	 
	 
	 
	 
	22
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahnan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

	 
	5
	 
	 
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum


	 
	 
	11
	 
	 
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  

	 
	 
	 
	 
	 
	23
	Harmonisasi Hubungan dengan Agama dan Tokoh Masyarakat Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

	
	6
	
	                          Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa  



	
	
	12
	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa  

	
	
	
	
	
	24
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemetintahan Desa

	
	
	
	
	
	25
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum  

	
	
	
	
	
	26
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Paartisipatif

	
	
	
	
	
	27
	Koordinasi Pendamping Desa di Wilayahnya 

	
	
	
	
	
	28
	Koordinasi  Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan   
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2.1.1	Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan
	NO
	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
	KEBIJAKAN
	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
	TARGET
	REALISASI
	PERSENTASE
	PERMASALAHAN
	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN PERMSALAHAN
	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	I
	 
	Kecamatan Pasilambena
	 
	Urusan Pemerintahan Bidang Kecamatan
	2.167.109.000 
	1.958.287.942
	86.40%
	 Sebagian besar kegiatan berjalan sesuai rencana 
	Koordinasi dan komunikasi intens
	 

	 
	 
	1
	 
	 
	 
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	
	
	
	Capaian target terlaksana dengan baik
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi      Kinerja Perangkat Daerah
	33.658.600,-
	33.658.600,-
	             100%
	Jumlah ASN Berkurang
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	6.784.700
	6.784.700,-
	100%
	Capaian Target Terlaksana Dengan Baik
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Koordinasi dan Penyususnan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	6.818.700
	6.818.700,-
	100%
	Capaian target terlaksana dengan baik
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	4.629.200,-
	4.629.200,-
	100%
	Capaian Target Terlaksana deangan Baik
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
	4.603.700
	4.603.700.-
	100%
	Capaian Target Terlaksana deangan Baik
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 
	10.822.300


	10.822.300,-

	100%
	Capaian target terlaksana dengan baik
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	1.456.902.600
	 1.279.834.952.-
	         88.12%
	Dokumen aset masih terkendala pengguna aset belum lengkap
	Pendataan aset terus dibenahi / disiplin pengguna aset
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan
	1.452.893.000,-
	1.283.844.552,-
	88,09% 
	Capaian target terlaksana dengan baik
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Koordinasi dan Penyususnan Laporan Keuanagan Akhir Tahun
	4.009.600
	4.009.600,-
	100% 
	Capaian target terlaksana dengan baik
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuanagn Bulanan/Triwulan/Semesteran
	
	
	
	Capaian target terlaksana dengan baik
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Administrasi Umum Perangkat Daerah 
	175.527.300,-
	175.335.686,-
	         99%
	Capaian target terlaksana dengan baik
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	1.936.000,-
	1.936.000,-
	100%
	Capaian target terlaksana dengan baik
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	
	
	
	Capaian target terlaksana dengan baik
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	21.844.300,-
	21.844.300,-
	100%
	Capaian target terlaksana dengan baik
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	2.572.000,-
	2.380.386,-
	92,55%
	Capaian target terlaksana dengan baik
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Fasilitas Kunjungan Tamu
	46.050.000,-

	46.050.000,-
	100%
	Capaian target terlaksana dengan baik
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	103.125.000-
	103.125.000-
	          100%

	Capaian target terlaksana dengan baik
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		
	
	
	Capaian target terlaksana dengan baik
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
	95.157.200,-
	91.287.128,-
	           95%
	Capaian target terlaksana dengan baik
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	11.220.000
	7.349.928,-
	65,51% 
	Capaian target terlaksana dengan baik
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Penyedia Jasa Perlengkapan dan Peralatan kantor
	27.980.000
	27.980.000,-
	100%
	Capaian target terlaksana dengan baik
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor
	       55.957.200,-
	        55.957.200,-
	100% 
	Capaian target terlaksana dengan baik
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	       63.412.000,-
	     63.412.000,-
	             100%
	Capaian target terlaksana dengan baik
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanga
	63.412.000,-
	63.412.000,-
	100% 
	Capaian target terlaksana dengan baik
	 
	 

	 
	 
	 
	 2
	 
	 
	 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

	
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

	
	
	
	Capaian target terlaksana dengan baik
	  
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan yang dilimpahkan
	
	
	
	Capaian target terlaksana dengan baik
	 
	 

	 
	 
	 
	 3
	 
	 
	 
	 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 
	   32.839.900,-
	   32.839.900,-
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
		Koordinasi  Pemberdayaan Desa
	25.000.000,-
	25.000.000,-
	100%
	Capaian target terlaksana dengan baik
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Sinkronisasi Progran Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
	25.000.000-,
	25.000.000,-
	100%
	Capaian target terlaksana dengan baik
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
	7.839.900
	7.839.900
	100%
	Capaian target terlaksana dengan baik
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
	
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 5
	 
	 
	 
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 
	          800.000,-
	800.000,-
	100%
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraaan Ketentraman da Ketertiban Umum
	
	
	
	  
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Harmonisasi Hubungan dengan Agama dan Tokoh Masyarakat
	800.100,-
	800.1000,-
	100%
	 Capaian target terlaksana dengan baik
	
	

	 
	 
	
	5
	 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 
	
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  
	41.109.800,-
	41.109.800,-,-
	100%
	Capaian target terlaksana dengan baik
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahana Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia  
	41.109.800,-
	41.109.800,-
	100%
	 Capaian target terlaksana dengan baik
	 
	 

	
	
	
	6
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 
	       6.977.800,-
	       6.977.800,-
	100%
	Capaian target terlaksana dengan baik
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa  

	       6.977.800,-
	       6.977.800,-,-
	        100%
	Capaian target terlaksana dengan baik
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemetintahan Desa
	       549.700,-
	  549.700,-
	100%
	Capaian target terlaksana dengan baik
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
	     140.600,-
	   140.600,-
	100%
	 Capaian target terlaksana dengan baik
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
	          4.987.500,-

	         4.987.500,-

	100%
	 Capaian target terlaksana dengan baik
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
	750.300,-
	750.300
	100%
	 Capaian target terlaksana dengan baik
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
	549.700,-

	549.700,-
,-
	100%
	 Capaian target terlaksana dengan baik
	
	












2.1.2 CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
	NO
	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/INDIKATOR KINERJA UTAMA
	SATUAN
	TARGET
	REALISASI
	CAPAIAN
	Keterangan 

	1
	2
	3 
	4
	5
	6=(5/4)*100
	7

	1
	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Pasilambena

	persen
	79,61%
	79,61%
	79,61
	 

	2
	Waktu rata-rata penyelesaian layanan administrasi (menit).

	Meni
	60
	60 
	60
	 

	3
	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang menerima pembinaan dan fasilitasi dari kecamatan.

	Angka
	1
	1
	1
	 

	4
	Pertumbuhan jumlah UMKM di wilayah kecamatan.
	Persen
	0,5
	 0,5
	0,5%
	

	5
	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan bersama Forkopimcam.

	Kali
	1
	1
	100%
	

	6
	Nilai SAKIP Kecamatan Pasilambena
	Angka
	50
	50
	100%
	 








2.1.3 CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN URUSAN

	No.
	Indikator
	Satuan
	Target Tahun
	Ket.

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	1.
	Persentase penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan kewenangan kecamatan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP
	%
	0
	0
	96
	97
	98
	99
	

	2.
	Persentase partisipasi Masyarakat dalam pembangunan
	%
	98
	100
	100
	100
	100
	100
	

	3.
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)
	%
	75
	80
	85
	90
	95
	100
	

	4.
	Persentase pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana yang diselesaikan tepat waktu (%)
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	5.
	Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan (%)
	%
	80
	80
	85
	90
	95
	98
	

	6.
	Tingkat kriminalitas di kecamatan per 1.000 penduduk
	Angka (perseribu satuan penduduk)
	0,42
	0,41
	0,32
	0,20
	0,12
	0,04
	

	7.
	Jumlah konflik berlatar belakang sosial dan keagamaan di wilayah kecamatan
	kali
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	8.
	Persentase Anggaran Desa yang mendukung program pemerintah
	%
	47,6
	47,7
	47,8
	47,9
	48
	48,1
	




2.1.4 ANALISIS KESESUAIAN ANTARA KEGIATAN DENGAN TARGET KINERJA PROGRAM YANG SUDAH DITETAPKAN DALAM PERJANJIAN KINERJA
	No.
	UrusanPemerintahan Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah
	Target Anggaran                        (Rp)
	Realisasi Anggaran                          (Rp)
	Sisa  Anggaran                          (Rp)
	Capaian RealisasiAnggaran                            (%)
	Jumlah Indikator Kinerja Program
	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program                              (%)
	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan 
	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan                                           (%)

	1
	2
	3
	4
	5=4-3
	6=(4/3)*100
	7
	8
	9
	10

	1
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	Kecamatan Pasilambena
	2.167.109.000 
	1.958.287.942
	            208.821.058
	95,42
	2
	95
	9
	95,53



2.1.5 INOVASI
	NO
	URAIAN INOVASI
	MAKSUD DAN TUJUAN INOVASI
	HASIL/ MANFAAT
	KET.

	1
	2
	3
	4
	5

	
	NIHIL
	
	
	

	
	
	
	
	



2.1.6 PRESTASI/ PENGHARGAAN
	No.
	Nama Penghargaan
	Tingkat
	Diselenggarakan oleh/ Penyelenggara
	Ket.

	
	
	Internasional
	Nasional
	Provinsi
	Kabupaten
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	NIHIL
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



2.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN TAHUN 2025
	No
	Kebijakan Strategis
	Dasar Hukum
	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
	Ket.

	
	
	Nomor/
Tanggal Pengesahan
	Tentang
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	NIHIL
	
	
	
	


2.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI TAHUN ANGGARAN 2025
	No.
	Rekomendasi DPRD
	Tindak Lanjut
	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan

	1
	2
	4
	5

	

1.
	

...............................
	

...........................
	

............................
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BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

3.1 Tugas Pembantuan dan Penugasan Yang Dilaksanakan
[bookmark: _GoBack]---------------------------NIHIL------------------------------

3.2 Hambatan-Hambatan
Permasalahan
Permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Pasilambena dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi seperti pada umumnya masalah pemerintahan adalah tata kelola manajemen pemerintahan maupun administratif. Begitu pula permasalahan yang bersifat permasalahan internal dan permasalahan eksternal. Jika permasalahan pemerintahan itu berasal dari dalam organisasi sudah pasti hal tersebut adalah dampak dari kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia pada pegawai sehingga mengakibatkan kinerja menjadi lemah dan outputnya tidak maksimal. Demikian pula dengan permasalahan yang relatif minimnya biaya operasional pelaksanaan kegiatan walaupun hal ini tidak dapat serta merta dijadikan pokok permasalahan.
Tetapi jika masalah itu timbul dari luar organisasi, maka hal itu dapat dikatakan sebagai kurangnya pemahaman masyarakat tentang tata kelola dan prosedural dalam pemerintahan atau bisa jadi karena kurangnya sosialisasi yang baik dan berkelanjutan tentang tata kelola dan prosedural dalam pemerintahan, yang berdampak pada kurangnya langsung atau tidak langsung kepada peran serta masyarakat dalam hal pembangunan.



Solusi  
Salah satu solusi telah dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Pasilambena dalam meningkatkan pelayanan menuju terwujudnya pelayanan prima adalah antara lain:
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya pada sebuah organisasi pemerintahan, mesti diperlukan formasi atau komposisi dan kapasitas pegawai yang akan menunjang percepatan pembangunan kualitas organisasi serta penempatan pegawai sesuai dengan bidang keahliannya atau disiplin ilmu yang dimilikinya.
2. Pelaksanaan sosialisasi baik formal maupun non formal untuk membangun pemahaman masyarakat mengenai tatalaksana pelayanan Pemerintahan  yang beretika yang juga merupakan kiat untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah.
3. Pengoptimalisasian peran dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.














BAB IV
PENUTUP
				
Dalam penyelenggaran pemerintahan Kecamatan Pasilambena berpedoman pada visi dan misi kecamatan yang merupakan turunan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam  RPJMD periode Tahun 2025 - 2026. Dalam rangka pencapaian visi dan misi tersebut, pemerintah Kecamatan Pasilambena telah menyusun strategi dan arah kebijakan yang kemudian akan diimplementasikan dalam nomenklatur program dan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan sesuai arahan RPJMD di Kecamatan Pasilambena.
Strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan tersebut merupakan pedoman perencanaan yang oleh pemerintah Kecamatan Pasilambenaakan diimplementasikan untuk mencapai tujuan dan sasaran dari visi dan misi Kabupaten Kepulauan Selayar di Kecamatan Pasilambena serta menjadi arah kebijakan dalam menata sistem kinerja birokrasi.
Laporan pertanggungjawaban ini adalah aspek akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Pasilambena yang mengakomodir Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 terhadap alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, dan sekaligus merupakan bahan evaluasi kinerja Pemerintah Kecamatan Pasilambena dalam upaya perbaikan kinerja pemerintah serta acuan penyusunan program pada tahun anggaran berikutnya.
						Latokdok,  31 Januari 2026
Camat Pasilambena



						ANDI IRWAN, S.Pd, M.M.
						Pangkat : Pembina/ IV.a
						NIP. : 198204132006041015
30
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